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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1.034,82 ��
2
 dengan 

jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 708.038 jiwa (data BPS) tersebar 

di 16 Kecamatan dan 494 Desa/ Kelurahan. Dari luas wilayah yang ada, 

sepertiganya merupakan dataran tinggi yang terletak dibagian utara. Dua 

per tiga wilayah merupakan dataran rendah terletak disisi selatan. 

Mayoritas penduduk menggantungkan mata pencaharian di sektor 

pertanian karena luas lahan pertanian mencapai 84,82% dari luas 

wilayah. 

Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pembagian urusan dan kewenangan bagi 

pemerintah Daerah, Kabupaten dan Provinsi serta Pemerintah Pusat 

ditata kembali. Undang-undang ini banyak mengatur beberapa urusan 

pemerintah Daerah ditarik menjadi Urusan Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang 

tentang Otonomi Daerah yang menyerahkan urusan Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah. 

Dampak dari diberlakunya UU No 23 Tahun 2014 ini kewenangan 

Pemerintah Kabupaten berkurang cukup signifikan. Pembagian urusan 

juga mengalami perubahan. Urusan sosial menjadi urusaan dasar 

sedangkan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  

menjadi urusan wajib yang tidak secara langsung melaksanakan 

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. 

Urusan dasar diwajibkan memiliki standar pelayanan minimal 

(SPM) sementara urusan wajib dan urusan pilihan tidak lagi diwajibkan 

memiliki SPM. Dengan demikian, Pemerintah daerah dituntut untuk 

memberikan pelayanan dasar dengan standar minimal yang harus 

dipenuhi. Urusan yang harus melaksanakan SPM pada dinas adalah 

urusan Sosial. 

Karakteristik alam Purworejo sebagai wilayah pertanian dan 

sumber daya manusia yang relative hidup dari hasil pertanian dalam arti 

luas, masih sangat relevan jika pembangunan lima tahun mendatang 

masih menitikberatkan disektor pertanian. Slogan “Go…… Agriculture” 

masih layak dipertahankan selama lima tahun mendatang. 

Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renstra 
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DINSOSDUKKBPPPA 2016 – 2021) sebagai penjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021) Urusan 

Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  masih banyak 

mengetengahkan isu-isu strategis. Urusan sosial masih mengangkat 

tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

khususnya penanganan dan pemberdayaannya serta optimalisasi 

pemanfaatan Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS), Urusan 

kependudukan, keluarga berencana dan urusan keluarga sejahtera masih 

tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP), masih rendah kesadaran 

kaum pria tentang kepesertaan KB, tingginya angka kelahiran total, 

belum optimalnya pemberdayaan UPPKS yang merupakan pemberdayaan 

masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, belum 

optimalnya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang tepat 

dan akurat. Sedangkan urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak isu strategis yang masih mendapatkan perhatian dan 

diupayakan penurunanya adalah belum terwujudnya kesetaraan  gender 

dalam pembangunan dan di masyarakat serta masih terjadi kekerasan 

berbasis gender dan anak.  

Proses penyusunan renstra melalui beberapa tahapan, pada garis 

besarnya terbagi dalam 4 tahapan berikut : 

1. Persiapan penyusunan Renstra PD;  

2. Penyusunan rancangan Renstra PD;  

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan  

4. Penetapan Renstra PD. 

Tahapan pertama adalah persiapan penyusunan renstra, yaitu 

pembentukan tim, orientasi tentang renstra, menyusun agenda kerja dan 

penyiapan data dan informasi perencanaan pembagunan daerah. 

Tahapan kedua adalah penyusunan rancangan renstra, yaitu 

perumusan dan menyajikan rancangan renstra melalui beberapa tahapan 

seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan 

SKPD, review renstra kementerian dan Renstra provinsi,  penelaahan 

RTRW, perumusan isu-isu strategis, telaah Visi Misi Bupati,  perumusan 

tujuan sasaran. Mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan 

rancangan Renstra, perumusan strategi dan kebijakan guna mencapai 

target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi 

tugas dan fungsi SKPD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, termasuk lokasi 

kegiatan, perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang 
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mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan pelaksanaan forum PD. 

Rumusan renstra tersebut disajikan secara sistematis sebagaimana akan 

dibahas pada sistematika penulisan. 

Tahapan ketiga adalah penyusunan rancangan akhir yaitu 

penyempurnaan rancangan Renstra  yang berpedoman pada RPJMD, 

bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam 

RPJMD. 

Tahapan keempat adalah penetapan renstra, yaitu rancangan akhir 

Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir oleh Bappeda 

guna menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan 

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya, diajukan oleh 

Bappeda kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. 

Secara garis besar Pembagian tugas dan fungsi dalam Renstra ini 

disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 

tentang Pembentulan Dan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo,sebagai penjabaran pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintan 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No 14 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo dan Peraturan Bupati Nomer 65 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purworejo, 

maka diperlukan revisi Renstra sebagai penggabungan dari urusan sosial, 

urusan kependudukan, urusan berencana, perempuan dan perlindungan 

anak dari Badan KBPM. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan penyusunan renstra mengacu pada landasan Hukum 

diatasnya, Seperti landasan Hukum penyusunan RPJMD, RKJP, ditingkat 

kabupaten, Provinsi maupun Pusat. 

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
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3. Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah, 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421) 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

8. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, 

9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 No 58);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 

2008 Nomor 3);  

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah No 65);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 

2010 Nomor 3) 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 

Nomor 27);  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).  

20. Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Puworejo Tahun 2016- 

2021 

21. Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 

22. Peraturan Bupati Nomer 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial 

, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten 

Purworejo. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Renstra 2016 – 2021 adalah mengimplementasikan Visi Misi Bupati 

2016 – 2021.Renstra merupakan rencana strategis, pedoman dan arah 

kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Purworejo 

dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan urusan sosial dan 

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Maksud penyusunan Renstra : 

1. Memberi gambaran tentang kondisi dinas dalam kurun waktu lima 

tahun yang diwujudkan dalam penyelenggaran pembangunan daerah; 

2. Sebagai acuan yang terarah bagi Perangkat Daerah dalam 

menyelenggarakan pembangunan daerah; 

3. Sebagai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas 

penyelenggaran program dan kegiatan. 

Tujuan penyusunan Renstra : 

1. Mengimplementasikan visi misi Bupati Kepala Daerah ke dalam 

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dinas; 

2. Memberikan landasan dalam menyusun rencana kerja Perangkat 

Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2016 – 2021); 

3. Sebagai instrument evaluasi, pengendalian, pengawasan kegiatan 

Perangkat Daerah; 

4. Adanya perubahan pada renstra sesuai dengan kebutuhan.  

 

1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan 

Lainnya 

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial, Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo disusun berpedoman pada 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Purworejo serta mengacu pada Renstra Kementerian Sosial, Renstra 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Renstra 

Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa 

Tengah. 

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Purworejo merupakan pedoman bagi DINSOSDUKKBPPPA 

dalam menyusun Kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) yang disingkronkan 



7 

 

dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Hubungan antar 

dokumen tersebut diatas dapat digambarkan dalam bagan berikut : 

                                 Gambar :1.1 

                       Hubungan Renstra dengan RPJMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 1.2 

Hubungan isi RENSTRA dengan RPJMD 

 

 
 

1.5. Sistematika Penulisan  

RENSTRA Perangkat Daerah(Renstra PD) Dinas Sosial, 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, sPemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo disusun 

mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 

dengan Sistematika sbb :  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

  1.1. Latar Belakang 

  1.2. Landasan Hukum 

  1.3. Maksud dan Tujuan 

RPJPD 

 

DAERAH 
PERANGKAT 

DAERAH 

RPJMD 

RKPD 

RENSTRA PD 

RENJA PD 



8 

 

  1.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah 
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

  1.5. Sistematika Penulisan 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

  2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

  2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

  2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

  2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan 
Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS 
DAN FUNGSI 

  3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas 
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

  3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala 
Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih 

  3.3. Telaah renstra K/L dan Renstra Provinsi 

  3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) 

  3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN 

  4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

  4.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB V 

 

: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR 
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN 
PENDANAAN INDIKATIF 

  5.1. Program dan Kegiatan 

  5.2. Pendanaan Indikatif 

BAB VI  INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 
RPJMD 

  6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada 
Tujuan dan Sasaran RPJMD 

  6.2. Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD 
dengan Indikator Program dan Kegiatan 

BAB VII : PENUTUP 

   

I. Rekapitulasi Pendanaan 

 

 

 

 


